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PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

NOMOR : 7 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN  

PASAR TRADISIONAL  

DAN PENATAAN SERTA PENGENDALIAN PUSAT 

PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI INDRAMAYU, 
 

Menimbang :  a.  bahwa sektor perekonomian disusun 
berdasarkan azas kekeluargaan 
dengan tujuan utama terciptanya 
kesejahteraan bagi seluruh rakyat 
serta meningkatkan kemampuan dan 
daya saing antar pelaku ekonomi baik 
dengan skala modal besar maupun 
skala modal kecil; 

 

b. bahwa dengan pesatnya 
perkembangan usaha perdagangan 
eceran dalam skala kecil dan 
menengah maupun usaha 
perdagangan eceran modern dalam 
skala besar, maka diperlukan usaha 
perlindungan  dan pemberdayaan  
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 pasar tradisional agar mampu 
berkembang, saling memerlukan, 
saling memperkuat dan saling 
menguntungkan melalui kemitraan 
antara pusat perbelanjaan, toko 
modern dengan pasar tradisional;  

 
c. bahwa diperlukan pengaturan pusat 

perbelanjaan dan toko modern dalam 
suatu lokasi tertentu agar terjadi 
sinergi melalui kemitraan dengan 
pedagang kecil dan menengah, 
koperasi serta pedagang pasar 
tradisional ; 

 
d. berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana  dimaksud pada huruf 
a, huruf b dan huruf c  perlu 
menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perlindungan, Pemberdayaan 
Pasar Tradisional dan Penataan serta  
Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern; 

 
Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik 
IndonesiaTahun 1945; 
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2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang Dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

 

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 
1992 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3502); 

 

4. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3817); 
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5. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 

 
6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

 

7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah keduakalinya dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
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8. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Rebublik Indonesia 
Nomor 4724);  

 

9. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Rebublik Indonesia 
Nomor 4725);  

 
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Rebublik 
Indonesia Nomor 4866); 

 

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 
Tahun 1997 tentang Kemitraan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3718); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 1998 tentang Pembinaan dan 
Pengembangan Usaha Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3743); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 
Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2006 Tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4609)    sebagaimana    telah    diubah 
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 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4855); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 
Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4655); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

18. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 
tentang Waralaba (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4742); 
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19. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja 
Sama Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4761); 

 

20. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 
2007 tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar tradisonal, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern; 

  
21. Peraturan Daerah Kabupaten 

Indramayu  Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) Indramayu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Indramayu Tahun 2002 
Nomor 28, Seri D.11); 

 

22. Peraturan Daerah Kabupaten 
Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pembuatan 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Indramayu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Indramayu Tahun 2006 
Nomor 3,  Seri E.2); 

 

23. Peraturan Daerah Kabupaten 
Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Indramayu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 
2008 Nomor 6, Seri D.2); 

9 
 

24. Per-caturan Daerah Kabupaten 
Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Dinas Daerah Kabupaten 
Indramayu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Indramayu Tahun 2008 
Nomor 8, Seri D.4); 

 

25. Peraturan Daerah Kabupaten 
Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Lembaga Teknis Daerah dan 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Indramayu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Indramayu Tahun 2008 
Nomor 9, seri D.5); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN INDRAMAYU 
 

dan 
 

BUPATI INDRAMAYU 
 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN 
PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN 
SERTA PENGENDALIAN  PUSAT 
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN. 

 


